
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 39 TAHUN 2OO7

Menimbang

Mengingat

PEMTURAN DAERAH KABUPATEi.i KCNAUJE

N0M0R: 5 TAHUN2007

TEN TANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DEiIGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
BUPATI KONAWE,

a. bahwa berdasarkan ketentuaun Pasal 10 ayat ('1) Unda-,,
Undang I'lomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan lJaer: -

maka Pemerintah Daerah menvelenggarakan uius?.
pemerrntahan yang menjadr kewenangannya kecuali urr-:3 -

pemerintahan yang uleh undang-undang ini ditentukan merijai
urusan psmerintahan;

bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yarg
sebesarnya bagi kemakmuran rakyat dan memberikan kontri'iusr
vang sign;f;kan bagi penrasukan Pendapaian Asli Dacrah irxa
perlu melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian cer
pengawasan atas usaha pertambangan umum yang menJacl
kewenan gan Pemerintah Daerah.
bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut
diatas, maka Citetapkan Peraturan Daerah.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat ll di Sulaw .:r

c.

: 1.



2.

4.

5.

10.

7.

(Lembaran l.legara Tahun 1959 Nonror 74, Tambahan

i-emba:'an Negara I'lonor 1822);

Unciang-undang l,iomor 5 Tahun 1St6C. ieniang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaiar 'legaia Tahun 195ir

llomor 104, Tambahan Lembaran Nega-a trlomor 20431;

Undang Undang Nomor 11 T*un 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran

ilegara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 28.31);

Undang - Undang Nomor 1 Ta.ln 1970 tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1970 Nonror l, Tambahan Lembeian Negara I'lomoi'

2e18);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 ientang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoss,emnya (Lemiaran

Negara Republik lndonesia Tahun :990 Nomor 49i
Tambahan Lembaran Negara Nomor 319);
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1-o9/ ientang Peneiaan

Ruang (Lembaran I'legara Republik lncianes'a Taht,n '1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negaa ltomor353i);
Undang - Undang Nomor 6 Tahun '19!€ ieniang Peiadan

lndcnesia (Lembai'an Negai'a Repubr.!: incjonesia Tahun

1996 l{ornor 73, Tambahan Lembaran tjegara ll:mu
36e9);
Undang - Undang Nomor 23 1x.':, ',9ii7 l::iang
Pengelolaan Lingkungan Hidup {---nbaran li:gara
Republik lndonesia Tahun 1997 Ncr-oi 66. Tam:ahan
Lenrbaran lriegaia Nomor 3699);

Undang - UnCang Ncmor 18 TahL'n '-47 teirtan-o Fajak

Daerah dan Relriousi Daerah seba.3a-ana telah ciubah

ciengan Lindang - Urrdang Nonror 34 Tahun 2000
(Lembaran Negaa Republik lndonesa -i aiiun 2000 tiornor

246, Tambahan Lembaran Negara itler6sr' !S{$) ;

Undang : Undang i'lomor 10 Tarsi 2C04 tsiiaftg
Per,il,entuka,, Perafuran Paundang-Urrlrg an (Leroaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambar-an Lebaran h:3ara
Nomor 4389),

Undang Ljndaig Ncmor 32 T{'-;,-. 2004 P;:ang
Pemerintahan Deerah (Lembaran',z2ara R::ublik
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indonesia Tahun 200'1 Nonror 125, Tambahan Lembaran

Negara Nonxx 4437)',

12. Undang - undang Nomor' 33 f2hun 2C04 tentanc

Perimbangan i(euangan antara Penrerintah Pusai dar

Pemerintah Daerah (Lembaran I'legara Republik lndonesia

Tahun 2004 !"icrnor 126, Tambahan Lembai'an Negara

Nomor 4438),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 159 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Penrerintah Ncnror 75

Tahun 2001 tentang Pelaksanaan UndangUnciang Nomcr

11 Tahun 1937 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan (Lernbaran Negara Republik lndonesrz

Tahun 2001 licmor 141, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 41541:

14. Peraturan Pei"r'erintah Nomor 20 Tahun 19-00 tenian,;

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negaa Recubii*

inConesia Tanun 1990 Nonpr 24, Tambahan Lembai'ai-

Negara Nonxrr rug);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang

Kawasan Su:1a FJam dan Ka't'asan Pele$anan Alar
(Lembaran Negara Republik lndone$a Tahun i998 l{onror
'i32 Tambaha:,' i-embaran Negai'a i{cnpr 3775);

16. Perattri'an Per:i-intah Nomor 27 Tahun 199c tenlai^,-

Analisis Merrgerai Dampak Lingxungan Hidup (Lembarar

Negara Repuc,ik indorresia Tahr:n 1999 |{cn,oi' 59

Tambahan Lern:aran l,legara Noii-ci- 3&38);

17. Peraiuran Pei-:e'intah l',lomor 41 Tahun i999 tenlang
Fengendalian can Pencemara''r LiJera (Len,baran lia;ara
Republik lndc;,--sa Tahuri i99! l'ioinor E5, Tambaran

Lembaran Nega:a Nomor 3853);

18. Peraturan Perrerintah Nomor 25 Tahun 20C0 tentang

Kewenang Penerirrtah Daerah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerari Otonom (Ler$aran Negaia Repulik

lndonesia Tahun 2000 Nonrcr 41, Tambahan Lembaran

Negara Nornor F52);
19. Peraturan Penrerintah Nonnr 54 Tahun 2(EC teniang

Lembaga Pe-v=die Jasa Pelz'yaean Pei'ry'elesa.ai:

Sengketa Lingku:rgan Hidup tlilua Pengadilan {Lemba:ai

d
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Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Ncrnor 113'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932):

20. Peraturan Pemerintah l'lomor 26 Tahun 2004 ientang

Perubahan Nama Kabulaien KenCari meiijadi Kabupaten

Kcnawe (Lembaran Negaia Tahun 2004 Nomor 103);

21. Keputusan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral l-lomor

1453W2911,AEIU2000 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang

Pertambangan.

22, Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor2 Tahun 1986

tentang Penyidik Nega'i Sipil dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Kendari (Lerrbaran Daerah Kabupaten Kendari

Tahun 1986 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendai Ncrnor 16 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah Katuupaten Kendaii

sebagai Daerah Otoncn: (Lembaran Daaah Tahun 2000

Nomor 64);

24, Peraturan Daerah Ka:;caten Kendai l'icnpr 20 Tahun

2000 sebagaimana telai diubah terakhird:ngan Peraturan

Daerah Kabupaien Kendai'i Nomor 13 Tahun 2CC3 tentang

Pembentukan, sLlsunal Oragnisasi can Tata kerja

Perangkat Daerah Kabipaten Kendari ('-enbaran Daerah

Tahun 2003 I'lomcr 27 )

25. Peraturan Daerah Kabl:aien Konawe lloi'l-oi-1 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Ke..:angan Daerah

(Lembaran Daerah Kab:;aten Konawe Ta"un 2006 i'iontoi

16).

Dengan Persefujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAIffAT DAERAH IGBUPATEN KONAWE

dan

BUPATIKONAWE

MEMUTUSIGN:

: PEMTURAN DAERAH IGBUPATEN KONAWE TENTANG

PENGELOLMN PERTAMBANGAN UI,IUM

lvlenetapkan

Pr,n: € -cr 9aoian F:kun
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BAB I

KETENI-UAN UIY1UM

Pasal i

Dalarn Pe,ratu,ran Dae,rah iniyang d!.nak-.ud deng:r :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe,
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeiah Kabupaten Ko:zwe:
5. Kepala Dinas Pertambangan acjalah Kepaia Dinas Pedambanga;i Can Energi

!(phr rnaton l{nnlrrro'
r rvr rsltv,

6. Dinas Perlambangan adalah Dinas Pertamba:gan Kabupaten Koiawe.
7. KasDaerah adalah KasDaerah Kabupaten Konawe;
8. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan peiiambangan -va:)c teiiii-iiari iahap:r

penyelidikan umum, eksplorasi, ekEloitasi cengolahan / per:-:-nian. pengangkui:r
dan penjualan serta segala fasilitas penunjangnya dalam wilaya'r kabupaien konawe:

9. Perlambangan Rakyat adalah suafu kegialan pertambanga^ i'ang rjilakukan ole -

rakyaUmasyarakat (perorang anlkoperasi) seie :noat;
10. Mineral ikutan adalah mineral atau aneka bahan gaiian yang saia alamiah terja,:

atau terdapat bersama-sanna dengan miner'al atau bahan caiian uia,na, sehingl::
dalam proses dan pengolah an atau pemumian ikut terarnb;l seca;ai oroduk ikrltan;

11. Bahan galian adalah logam kimia, minei'al - mineral, biiih dan segala rnacam batuar-
iermasuk batu baia, gambui, biiumen gz'Jz'. air baw:r iana- ::zi peiar'a^ ;:ii,,,-
panas bumi dan mineral radio aktif yang i:-aci secafa alen :ai r,r:inpun,;ai nii:
ekonomi;

12. Penyelidikan umum acaiah penyeticikar: se€ra geologi ,:lm eiau gecfisik.
didaratan, perairan dan dariudara dengan rn:rs:d untur mems,z: peia geoiogi umu:--
atau untuk menetapkan tanda-tanda bahan gatian pada umumn, a

i-j. t-k.spicriasi adaiah usaha peftambarrgan o'er,-ai, maksird ur'1fur. ,-€ngr'tesiila,-r baiiar-
galian dan memanfaatkannya;

14. Pengolahan I pemurnian adalah usaha nempertinggi mui: -rahan galian sen:
. _ memanfaatkannya dan memperoleh unsui'- unslr yang terdaoai r'zda bahan galian;
f5. Fengangkutan aoaiah segaia kegiatan r'.ieminoahkln baheri gaiian o'ai temp:i

eksploiiasi atau pengolahan/pemurnian;
16. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galia. cznhasileksoloitas;

atau pengolahan/pemurnian;
17. Studi kelayakan adalah kegiatan usaha peianbangan untuir -:r;ei'l:eii ;:i.ormas;

secara rinc' seluruh aspek yang berkaita,i untuk nienenl:iz^ kelzyeka:i usaha
pertambang;n termasuk penyelidikan i studi junlah caciangan yz-: tepz'.ciianbang

I
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dengan metode penambangan dan pengolahan / pernumian, perencanaan

in'rrastruktur, investasi dan analisis mengenai dampex linE!'.ungan atau upaya
pengelolaan lingkungan clan upaya pennantauan iingkungan vaa:r juga dapat ciiiakuka:

ciengan pemboran sispan dan pengambilan ccntoh ruah;

18. Konstruksi adalah tahapan usaha pertambangan untuk rne:a<ukan pembangunar:

selui'uh fasilitas untr.rk melakukan operasi produksi, tennasuk pe;siapan lahan, jalan

fasilitas pengolahan atau pemumian, percobaan penarnbangan dan permbaar

pengolahan atau pemumian;

19. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambaigan untuk melakukar

penambangan, oengolahan, pemumian, pengangkutan dan penj:.ialan bahan galian;

20. lzin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikar

kepada badan hukum lndonesia, koperasi atau peruangan unfuk melaksanakan usahe

pertambangan;

21. Perianjian usaha pertambangan yang seianjutnya disebut l.;P adalah perjanjiar

antara pihak untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan usaha certambangan:

22. lzin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR acja.ar lzin yang diberika'
kepada perorangan atau koperasi seternpat yang nelaksanakai usaha pertambangan.

23. Hak atas adalah hak atas sebidang tanah pada daerah peinukaan bumi sesua,

peraturan hukum tanah lndonesia;
24. Reklamad adalah kegiatan yang lrcrtujuan mempeibaiki atau rrc:sta kegunaan lahar.

yang terganggu sebagai akibat kegiatarr usaha pertambarqa? 
"J$ 

oapat berungs:
dan berdaya guna sesuai peruntukkannya;

25. Konservasi adalah pengelolaan surnber daya alam yang re:ramin pemanfaaiar

secara bijaksana dan bagi sumber ciaya yang tidak dapat diperzz-.arui (Unrenewable

r,enjamin kesinarnbungan persediaannya dengan tetap iiemeii- z'z dan neningkatkar
kualiias, ni!ai dan keaneka ragamannya;

26. Garis pantai adalah hatas seternpat yang ciicapai air laut tz=a wektu air surui
terendah;

',fitayah peitambangan adalah *luiuit iokasi kegiatan pen?.rangan dan lokasi

fasilitas penunjang kegiatan penambarrgan;

Materiai buangan adalah tanah/bahJan yang berada diatas, dia,'ga atau disekeiiling

bahan galian yang digali atau ikui tergali dalam proses kegiatar usaha pertanrbangan

ietapi tidak dimanfaatkan;
Lirnbah adalah sisa suatu kegiatan atzu proses dalam bennrk p#an,cairan atau gas
yang keluar dari pruses penambangan dan pengolanan / pemumian bahan galian:

Jasa pihak lain adalah jasa usaha penurjang pertambangan ,rTt berkaitan dengan
peiaksanaan IUP dan PUP;

31. Peruntukkan lahan pasca tambang adalah peruniukkan lahai: ,zrg dinyataxan dan

cjisetujui dalam IUP dan atau PUP;

28.

29.

30.

taln: C ti i;cicn -:kun



32. Pengembangan vrilayah dan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk mempercepat
pengembangan pemukiman dan pengembangan wilayah guna mendofong kegietan
ekonomi ;nasyarakat sekitar ta,.noang;

33. Pelaksana lnspeks fambang yang seianjutnya disingkat F'lT adalah pelaksan insoe,rsi
Tambang Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe;

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URUSAN

DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha pertambangar
umum dilakukan oieh Kepala Daerah.

Pasal 3

Bahan - bahan galian yang termasuk di dalam bidang Pertambangan Umum adalah seii-a
golongan bahan galian sebagaimana diatur didalam peraturan penggolongan bahan gal;a:
yang berlaku kecuali bahan galian minyak dan gas.

Pasal 4

(i) Penyelenggaraan urusan peneririahan di bidang pertamoangan u,Tlurn seb4ainz:.a
cjimaksucj dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini nreliputi :

: Pcnn:ir rr:n.

b. Perizinan;
c. Pamoinaan dan Pengawasan;
d. Evaiuasi dan Pelaporan;

(2j Kevrenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalann penyetenggaraan tuga:
pemeriniahan dibidang pertambangan umum meiiputi :

e. Mengatur, r.nengurus, membina Can mengernbangkar keqiatan us?.,2
pertambarrgan umum;
Melakukan kegiatan survey, inventarisasi, dan pemetaan terhadap bahan gaiia:'
Pengembangan dan penetapan prosedur persyaratan pemberian izin;
Pcnconkrn..r^ rla^ ^^h^+^^^n nrna^"{, '. - l^l-i-etigciiiuaiiyaii {iaii peiieiciiiaii p^iuseoui i,€ia'Ksanaan peiii0;naan, pengaifi'€S::
dan peneriksaan;

e. Mengahrr dan nrenetapkan kompetensi Jabatan pada organisasi kani-c.
pertambangan:

f. Mengaiui'dan menetapkan tata cai'a pengelolaan infor-mas ener-gi dan slir::-
daya mineral ii daei"ah;

g Menga'rur dan menetapkan tata cara evaluasi Can oeiapora-::

b.

c.
A
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Penyelesaian masalah tunipang tindih wilayah antara usaha pertambangan umum
dengan usaha atau peruntuxan lain;
Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan;

Pencegahan dan penaggulangan pertambangan tanpa izin;
Penetapan dan pengawasan pengelolaan iingkungan serta Kesehatan dan

Keselamaian Kerja (K3) dalam rangka uSaha pertambangan umum;

Penetapan dan pengawasan serta pembinaan dan pelaksanaan program
pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum;
Pemberian lzin Usaha Pertambangan;

n. Melakukan Pungutan Daerah dan atau Pungutan Negara;
o. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
Bupati menugaskan Dinas Pertambangan dan Enei'gi untuk merencanakan dan
melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (3) pasal ini, Dinas Pertambangan
dan Energi dapat bekerja sama dengan instansi lainnya.
Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan sesuai ayat (3; diatas yang

dilimpahkan cia;i Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi akan
cjitetapkan dengan Keputusan Kepala Daei-ah.

BAB III
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

Setiap usaha pertambangan unrum baru dapat diiakukan setelah nemiliki izin dari
Kepala Daerah.

lzin seballaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tjdak daoet dipindah tangankan
kecuali atas izin Kepala Daerah dan pelaksanaannr,e diatur oleh Keptusan Kepala
Daerah.

lzin sebagaimana dirnaksuC ayat (1) pasei ini tercjiri dari :

a Kuasa Pe,.ta,,nbangan (KP);
b. Kcntrak Karya (KK);

c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
Usaha Pertanrbangan dapat berupa izin uniuk melaksanakan kegiatan :

Pen;relidikan Umum;
Eh"olotas,,

Eksploitasi;

Pengolahan dan Pemurnian:
Pengangkutan;

Penjualan;

h.

i.

j

k

(s)

(4)

i5)

(1)

{2)

(3)

{4)
q.

0.

)
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t.
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(5)

(1)

Usaha Pertambangan dalam bentuk KP sepetti dimaksud ayat (3) pasal ini dapai

diberikan dalam b.*tuk:
a. Kepulusan Penugasan Pertambangan Umunil;

b. Kepuiusarr Pemberian Kuasa Pertambangan Umurn;

c. Keputusan lzin Pertambangan Rakyat (lPR);

d. Keputusan lzln Pertambangan Skala Keci! (IPSK);

Pasal 6

Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada:
a. lnstansi Pemerintah'
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

d. KoperasilKoperasi Unit Desa;

f.

Badan Hukum Swasta yang didirikan sesai dengan Ps'aturan Perundang-

Undangan dan berkedudukan di lndonesia, nrempur,yai pengurJs yarq
berkewarganegaraan lndonesie serta bertempat tinggal di lndonesia dar
mempunyai usaha di bidang Pertambangan yang bedokas'ci daerah;

Perorangan yang berkewarganegaraan lndonesia dan irrtempat tinggal c
Kabupaten Konawe;

Badan Hukum Swasta yang nxrdalnya berasal dan kaja sama antara Badar-

Usaha dan Badan Percratgan sebagaimana tercantum dalan huruf a, b, c, C der
e;

Bagi Badan Usaha atau Koperasi yang iieiaksanakan Usaha Pertambangan waii:
mempunyei kantor di daerah;
Persyaratar.,, prosedur dan format permohonan perizinan sebagamana dimakstd ayal
(1) pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Kegiatan Pei'tambangan tidak rnemerlukan izin dari Kepala Daerah seb4aimana pesa
5 ayat (1) vaitu untuk keperluan penelitian dan oenyelidikan.
Kegiaian pefiambangan unfuk keperiiian perrer-iiian riar penyeiiiikan daiar:i alai (d
pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat penugasan Penrednifi untuk melakukar
penelitian dan penyelidikan.

Permohonan untuk memperoieh persetujuan tersehl ayat (5) pas.d inidiajukar secar:
tertulis kepad a Kepala Daerah nrelaui D in as Pertambangan.
Fermohonan sebagaimana dimaksrd ayat (6) pasal ini herus €arpirkan data{ata
mengenai:
a. Maksud dan tujuan kegiatan;
b. Lokasi, jenis bahan galian dan rencana ker-ja;

c. Pelaksana yang melakukan pekerjaan penelitian dan penyelic;i.an;

\2)

(3)

(4)

/tr1(rl

(6)

(7)

I
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(B)

/o\

(1)

Setiap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini hanya dapat

diajukan untuk sekali kegiatan dan satu jenis bahan galian dalam sratu wilayah cian

persetrijuan diberikan untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksrd ayai (5) pasal ini'*ajib ciilaporkan secara teriuiis

kepada Kepala Daerah rnelalui Dinas Per.tambangan dan Energi.

Pasal 7

Kegiatan usaha pertambangan umum tidak boleh dilakukanpada:
a. Wilayah Suaka Alam, Hutan Wisata

b. Hutan Lindung;

c. Tempat lbadah, tempat-tempat kuburan, tempat yang ciianggap suci, tempal
pekerjaan urnum misalnya jenrbatan, jalan umum, salu:'a'l air, listrik dar
sebagainya.

c!. Wilayah yang tertutup untuk kepentlngen umum dan pada telinat - tempat sekitar

lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

e. Tempat-tempal pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya:
f. Bangunan-bangunan tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah ci

sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan;
g. Endapan pasir laut

(2) Kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud paa ayai {f) huruf b
oasal ini tidak boleh dilakukan di dalam Hutan Lindung, kecuali seielah mendapat izi;-,

khusus dari [nstansi yang berwenang.
(3) Dalam hal oemegang izin menganggap perlu untuk kepentlngan kegiaran usaha

pertambangan berdasarkan izin, maka pemindahan bangunan iasiiitas umum dapai
cjilakukan atas izin Kepala Daerah, dengan briaya sepenuhnya diianggung oleh
pemegang izin.

(4) Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Pasir Laut sebagaimana cjimaksud pada pasai

7 ayat il) huruf g diatas, dapatrlilakukan apabila telah Ciefi:r Ci CalanPeraturar
Perundang-Undangan mengenai penataan cian pengawasan pelaksanaan sistirn
penambangan, pengusahaan dan ekspor pasir ladt

Pasal I
lln dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Masa berlakunya srdah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. Pemegang izin mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum brakhimya jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;

i-ir € -cr Bogicr i..-<um
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d

e.

f.

g.

h.

i.

(1)

(2)

Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat ddam Peraturan Daerah ini

Can iidak mennenuhi kewajiban yang tercantum daiam izin sebagalmara tersebut pada
Pasal 5 ayat 4;

Kondisi penarnbangannya rnernbahavakan bagr iinglrungan hicup aan keselamatair
rakyat setempat:

Tei'jadi persengketaan hak milik tanah yang tiCak diseiesaikan;

Pemegang izin tidak melaksanakan izin kegiatan usaha pertainba,rgan dalam jangk:
waktu 6 (enam) bulan setelah diterbifl<an izin atau selama 2 (dua) tahun menghentikan
kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapai
diperta n g g u n g 

.j 
awabkan ;

Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat:
lzin dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan negara;

Pasal 9

Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan izin untuk jenis bahan
galian yang keterdapatannya berbeda seielah mendapatkan persetujuan dari
pemegang izin terdahulu.

Pernegang izin mempunyai hak prioritas apabila berkeinginan uniuk menggunakan
bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10

(i) Bentuk dan isi koni,iak untuk KK dal pKp2B

dibuat oleh Pe,"nerintah.

{2) Kontrak -sebagaimana oimaksd daiam ayat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

lr,pnnr..r I kennda stanri:r knnfr :k venn"-r -* -

(1) pasal ini dikcns..;iiasikan Cenga,{

(3) Dalam hal pemberian KK dan PKP2B dalam rangka p€nanaman modal asing,
pemerintah daerah berkonsultasi dengan Dewan Fewakilan Rakyat Daerah (DPRD),
pemerintah pusat dan Devran Per-wakilan Rakyat Republik lndonesja.

BAB IV

LUAS V{ILAYAH IZIN

Pasal 11

(1) Luaswilayah untuk satu izin dalam henLrk keputusan pemberian kues: cerlambangan
untum:
a. Tahao penyeliCikan umum

?-rnl Q rn Bcgicn Hukum il



(2)

(3)

/A\

(6)

(i)

(2)

' Untuk badan usaha maksimal 5.000 Ha;

' Untuk Koperasi ;naksimal 200 Ha;

' Untul: gerorangei', r-naksimal50 !la.
b. fahap Ekscicr':si

Untuk badan usaha maksimal 2.000 Ha;

Untuk Kcperasimaksimal 100 Ha;

Untuk perorangan maksimal 25 Ha.

c. Tahap Eksploitasi

' Untuk baCan usaha maksimal 1.000 Ha;
. Untuk Koperasi maksimal 50 Ha;
. Untuk perorangan maksimal 10 Ha.

Jenis izin yang daoat diberikan kepada badan atau perorangan mar'lsimal 5 (lima) izir
Untuk menciapa'rkan luas wilayah izin atau jumlah izin yang meiebihi ketentuar

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus tedeiin Cahulu mendac'

izin khususnya atau persetujuan dari Kepaia Daerah;

(4) Luas wilayah izin dalam bentuk KK dan PKP2B :

a. Pada tahap penyelidikan umum atau eksplorasi tjdak bolen -elebihi i00.00C -=
dan secara bertahap akan dikurangi besarnya sesuai keler,...;en dalan ilontrar

perjanjian'

b. Pac'a tahap eksploitasi tidak boleh melebihi 25.000 Ha.

Luas wilayah KP dan bentuk IPR untuk perorangan tidak boleh ri-ej:cihi 5 (tima) Hekiar'

cian kopeiasi tjdak boleh metebihi 25 (dua ouluh iima) Hektar;
Luas wilayah izin rjalam bentuk IPSK maksnal 5 (lima) Hekiar.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

lzin yang beiiskaa kewenanqan untuk rnelakukan Penye!;diken ';=.Jm dixi<en oler
Kepala Daerah i;ntuk jangka waktu selamalamanya 1 (satu) taliun.ss
Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaks.rd ciaian ayat (1) pasal in
untuk jangka vrektu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bers;-:rgkutan yang han:.s

diayLkan ,paling ianbat 3 (tga) bulan sebelum berakhirnya jary-.2 waku yang ielar
,J:.^{^^1.^^-,,^uil.trrdPt\dt il iyd

Pasal 13

f1\ lzin vann herisil':n kewonanoan ttntr rk melakl rlran lls:ha Pc.ir-.;'2r.a2n rl':snlnr:s:\'/
cjiberikan oieh Keoala Daerah untuk jangka waktu selama-'iamanrz -? (tigaj iariun atas
permintaan yang bersangkutan.

a-41 e -.-.8cojon -:<:r I]



fr

(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalarn ayat (1) pasal
ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya Lrntuk jangka wai<iu 1 (satu) tahun, atas
pernnintaan y'ang bersangkuian yang harus diajukan paiing lanrbat 3 (tiga) bulan
sebel,"irn berakhirnya jangka vraktu yang telan Citetapkan.

(3) Daiam pemegang izin untuk kegiatan eksplorasi telah rnenyatakan bahwa usahanya
akan dilar-rjutkan dengan Usaha Pertambangan EkEloitasi maka Kepala Daerah
dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu selana-lamanya 3 (tiga) tahun
lagi untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi Penambangan, atas permintaan yang
bersangkutan.

Pasa! 14

(1) lzin berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksploitasi
diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selamalamanya 30 (tiga puluh)
tahun.

(2) Kepala Daerah dapat mennperpanjang jangka waktu termaksd dalam ayat (1) pasal ini
sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
tahun.

(3) Permintaan perpaniangan harus ciiajukan paling lambat 3 (ilga) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu ycng tebh ditctapkan.

Pasal 15

(1) lzin yanq berisikan kev,'enanqan uniuk rneiakukan Usaha Per.tambanqan Rakyat
dengan Usaha Pcrtambangan Skala Kecil di::'ikan oleh Kepale Jez:ah unti;k jangka
waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.

(2) Kepala Daerah ciapat memperpanjang jangka v,,aktu termaks:d datam ayat (1) pasal iru
sebanyak 2 (dua) kali, seiiap kali untuk jangka waktu _1 (tiga) tahun.

(3) Fermintaan perpanjangan harus diajukan oaiing lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhir-nya iangka waktu yang telah ditetaokan.

BABVI
PENUGASAN PERTATfi BANGAN

.Pasal 16

(1) Keputusan penugasan pertambangan umum yang merupakan penugasan kepada
suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka
penelitian / penyelidikan memuat ketentuan-kelentuan oelaksanaen dari penugasan
iersebut.

i:rn: € rcn Boqion -rkum
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tli

(2)

(3)

Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud Ceian ayat (1) oasal int dapal

diberikan keringanan-keringanan terhradap kew{ban{eivajiban yai-,g ditentukan delari

Pei'aturan Daerah ini.

.Apabiia Calam penugasan termaksud pada ayai {2) pasai rni tidak dicantumxa;

ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tesebui, maka ketentuan-keientuar

mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraiuian Daerah ini berlaku sepenuhnVa.

Pasal 17

Permohcnan lzin Pertambangan Rakyat seperfr iermaksd daiam pasal 6 (enari

Peraturan Daerah ini diajukan kepada Kepala Daeiah.

Kepala Daerah dapat memberikan lzln Usaha Pertambangan Rakyat hanya pada

wilayah yang telah ditetapkan sebagaiWilayah Pertambangan Rakyat (WPR) salarna-

lamanya 5 (lima) tahun.

Penetapan WPR seperti termaksud dalam ayai (2) pasal ini diielapkan oleh {epai:

Daerah,

Kepala Daerah dapat membatalkan suatu penetaran WPR untuk i.lepeniingan r..jeie
Perizinan Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepaia penduduk setemsz: ca:
pengaturan lebih lanjut tentang perizinan po;ambangan rakyai akan diie:apkai-

dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasai 18

Usaha pertambangan yang dilaksanakan sec€.e sederhana ala': kecii-kectLz", oz:
dengan luas wilayah yang sangai terbatas dapa: cliberikan izin r-e:iambang:- Sxa,.

Kecil oleh Kepala Daerah kepada rakyat seten o:-
Ketentuan dan pengaturan usaha pertambanga:-, skala kecil akar citetapkan .=.nar
Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 19

Pemerintah Daerah mewajibkan bagi pemcrrcr izin untttk k;t;z;)bz:.

keuangan sesuai ketentuan yang bedaku pada saat izin ciiterbilkan atau keteniuan lain

yang berlaku dariwaktu ke waktu.

Pemerintah Daerah tidak mewajibkan Pemegarg lzin untuk nrs'nbayar Puiguiai-

Deereh ales Weslerlvialeia! buengan dan !a:''::n tanah pen'-.1-o dalem k=:ialar

ooerasicnal penambangan selama tjdak dimanta.ian sr;zra kone'sial.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

()

(2)
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(3)

(4\

(5)

Pemegang izrn r,vajib membayar Pungutan Daerah dan negara atas kegtaiar

usahanya sesuai ketentuan vang berlaku pada saat izin diiei'b;xan aiau keieniue. t2'^

vang berlaku daiilvaktu ke waktu.

Pemegang izin wa';ib melaksanaKan peian.hangan c=-rEan mei'l9e'': '=-
keselamatan kei'ja, teknis penambangan yanE baik dan benar serta penQer: ::-
lingkungan hiciup ses;ai Cengan ketentuan yang bedaku dan petunjuk+€:--,'
Pejabat Pelaksana lnspeksi Tambang (Pll.
Pemegang izin wajib rnemberikan laporan secara rertulis atas pelaksanaan ke.-::.:-
setiap 3 (tiga) bulan kepacja Kepala Daerah n-elalui Kantor Dinas Pertanrbanga- :=-
Energi, Camat yang ber-sangkutan dan tembusan kepada Gubernur meialu; - -=.-

Pei'tambangan dan Energi Propinsi, Direktur Jendera! OIDA. dan Direktur Jsrc::z
Geologi dan Sumber Daya lviineral.

Pemegang izin wajib membuat laporan hasii pelaksanaai Upaya Penge': =a'-
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan UPL). Analisis [4er,-:=- =

Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah fr€,::-
Dinas Pertambangan dan Energi Cengan iembusan k=caCa lns:ansj :2- 

=

bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Dae rah.

Guna kepentrngan pengendalian dampak lingkungan pada lokasi penamca:--:-
kepada Pernegang lzin diwajibkan membayar I nrenitipkan uar:,.: jaminan rekiamas
Uang jaminan cjimaksud ayat O pasai ini menjaoi hak Pemeni.anan Daerah biia .'::.
ciilakukan reklamasi.

Pengaiuran sebagaimana tersebut ayai (7) dialur dengan Kepu,-;san Kepa'zDaz'=-

Pasal 20

Pemegeng izin otwalibken membayar gantj rugi kepaCz orar,J xibedi i r"zCa: , z-:
memiliki tanah paCa lokasi kegiatan tambang vang nyata-nl a:z menCeii:.e ker'-': z:
akibat kegiatan usaha 'ranbang yanE befsangkuian.

Kerugian yang disebaokan oleh usaha - usaha rcrtambangan z.=i,2 {iua'i:.em-,,,ri-:
:zin atatL labih dibebankan kepada raereka bei-sarna-sarna.

Pasal 21

Uniuk pemegang izin KP (keorali IPR dan IPSK), KK dzt PKP2B drwajibrar
memberikan pembuktian kesungguhan kepada Pemerintah Daerah dalam ber:r
jaminan kesungguhan.

Sesarnya jumiah jaminan kesungguhan ses-;a, :ieng2n kete::-:i yang =t:izr., 
--+:

I ^l.t^-! t=t '-at .

(6)

(7)

(B)

(s)

(1\

(2)

/11

l.t)

)-,-- a -c.bzir,. =':kuo.



(3)

(4)

Tata cara penyetoran dan pencairan jaminan
Keputusan Keoala Daei-ah.
Pernegang lzin KP, KK cjan PKP2B oiwajibkan
pencaCangan wiiayah beserta oenjelasannya.

kesungguhan ditetap*an dengan

membual i nrenvanrPaikan Peta

o
t
t.

i i,.
t

I

i

Pasal 22

(1) Pemegang lzin berhak:
a. Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan dalam izn;
b. Menerimapembinaandaripemerintah;
c. Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan pungutan atau kewajiban

!-ainn,ra dicertai el2cen-alacan nada toarlaln rnarnrka, ftrvz's maiarl rlan honar-.rvri i*r\l& livtt"& t',eivt I

benar telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan nrengambil langkah
alternatif yang wajar;

d. l',,lenerima penghargaan atas ketaatan kepaCa Pemerintah Daa-aa;
(2) Perregang lzin mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh x4iatan:

a. Penyelidikan Umum;

b. Eksplo,.asi;

c. Siudy Kelayakan;
C. A.F,{DAL, UKI- dan UPL;

Konstruksi;

lzin Pengiriman conioh Eatuba,'a;

Eksnloitasi / Produksi;
Pengolahan / Pemrri'nian:
Pengangkutan;

Penjualan;

BABVIII
oByEK SUBYEK DAN BESART{YA. PUNGUTAN

Pasal 23

Pendaiaan, pencatatan, penetapan dan pungutan ca.i kegiatar usa:,a pertanca€an
dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

r6



Pasal 24

Obyek. Punguran Daerah adaiah :

a. Pencadangan Wilayah;
b. Konpensasi atas penurunan kualiias lingkungan dan pengurangan sumber daya alam;
c. Pungutan lainnya yang syah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 25

Subyek pungutan adalah setiap BUMN dan BUMD, KoperasT KUD, Badan Hukum,
perorangan atau perusahaan kerjasama yang n'elakukan kegiatan usaha di bidang
Pertambangan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 perafuran Daerah ini.

Pasal 26

Besarnya Tarif Pungutan Daerah sebagaimana Pasal 24 ditetapkan adalah sebagai berikut

e. Pencadan gan Wilayeh :

- Luasan s/d 5 Ha : Rp, 1.000.000.-
- Luasan #d 50 Ha : Rp, 5.000.0C0 -

- Luasa;: s/d 100 Ha :Rp. 10.000.000.-
- Luasan 100 keatas . Rp. 25.0U0.000,-

b. Konpensasi atas penurunan kualitas lingkungan clan pengurangan wnber daya alam :

0,5 % ciari nilai iual hasil produksi bijih (cre)

EAB iX
PERH ITUNGA.N DAN PEI,{BAYAP.AN P UNGUTAN

Pasal 2Z

(1) Pungutan dar! kegiatan usaha pedannbangan u,.nu..n dengan s!-"ierd cara sebagai
berikut:
a. lvlelaiui laporan dari penregang izin dengan pengawasan Dinas pertambangan;

b. Melalui konhaktor atau peinaka; lainnya selaku Wajib pungut (WAPU);
c. Sistem Tol/ Pos dengan s;rat berharga;
cj. Unit Pelayanan Teknis Kantor (UPTK);
e. Melalui pelayanan langsung kepada pemegailg izin atau pelaku produksi.

:-iil e ei Eccior .--tun
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(2)

(3)

Semua hasil penerimaan Pungutan Daerah disetor ke Km Daerah seslai dengan
ketenl-ran perundang-urdangan yang bedaku
Dari hasii setoran secara bi'uto sebagainnana dimaks.id ayal (2) Pasa! ini, diperinci
sebagai berikut:
a. Untuk PAD

b. Untuk Kecamatan di Wilayah sumber bahan galian

c. Untuk Desa di Wilayah sumber bahan galian
d. Operasional Dinas Pertambangan dalam rangka

:85 %
.EOt
-J /O

.EOl
-Jm
.EOl
-Jm

(4)
Pengawasan dan pengendalian

Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huM (b) dan hunrf (c) Pasal ini diarur
dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Untuk kegiatan usaha Pertambangan Umum yang dilakukan oleh KK dan pKp2B
perhitungan pungutannya berCasarkan ketentuan dalam konfak dan atau izin.
Kecrra!! tlntttk menni'if!t,nn he-e-amve nrrnnrrtrn hani rrcaha narlrmh2nnen di Wil:v::'y,,,\uiiv rv*'iiiiq pui;yuic;; uay.i uJcii." a.Eii.:;i;uctivuii ui i;iitiii,
Pertambangan Rakyat (VVPR) b*ran galian emas ciitetaok an 5 % dari harga jual da:.r
atau menurut jumlah mesin unfuk menarnbarq Can kapasitasnya.

Pasal 29

Pungutan atas usaha Periambangan umum hai'us diiunas sekaligus setelah subye<
pungutarr yang irei'sangkutan menerima Surat Ketetapan pungutan (SKp).
Pembayaran punguian atas pioduksi yang terlambat dibayar 1 (satu) bulan setaia:
citetapkan sKP dikenakan denda sebesar 2.a (Duaperseratus)daripokok punguian
setiap bulan dan seiama-lamanya 6 (Enam) bulan.

fuabila sampai batas waktu sebagaimana dimaxsd ayat(?i pasal ini tidak dipenuhi.
maka subyek Pungutan dibeiikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali beriurut-turut cja:
apabila t'dak juga dipenuhi maka izin dicabul

Pasal 30

Kepaia Daerah dapai rnemberikan keringanan terhad+ Subyek pungutan ai.a
pernnhonan yang basangkutan disertai buktidan dasa+dasan yang dapat dipertanggurp
iaurehkan
Jvr.syrrvr r!

(1)

t2\

(1)

iQ)
(3)

t

:.

.-
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BAE X

TUMPANG TINDI H I'YI I.AYAH

Pasal 31.

Dalam hal tajadi tumpang tindih antara kegiatan usaha perlambangan ciengan kegiatan

selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Kepala

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BABXI
PENGELOI.AAN UNGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

(1) Pernerintah Daerah mengupayakan berhasilnya Wnerapffi can penegakan

Peraturan Perunciang-Undangan di bidang lingkungan yang bedaku.

(2) Penrerintah Daerah membina dan nenga,vasi dalam pelaksanaan :engeiolaan dan

pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Penegang ili-. sesuai dengan

Perafuran Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tugas Penerintah Daerah sebagaimana maksud cialam ayat (2) Pasal ini neliputi

pemberian persetujuan AMDPI- (Kerangka Ac'.ran/ KA, FllDFi- RK'- dan P.P!-i, UKr--

UPL yang disusvn olen masini;-masing Pemegang lzin selaku pemrzFiarsa.

Pasal 33

Pennerintah Daerah rnewajibkan pen''.Eang lln pada opet-3s: stoduksi untuki

menyampaikan laporan Rer:cana Tahunan Pengelolaan Ja", Pemaniauan

Lingkungan (RTKPL) kepada Penrerintah Daerah.

Penrerin'ran Daeiair mewajibkan perneqar(J lzin setreh.rrrr rr]€t'rtura iahap operasti

produksi untuk menyampaikan lamran Rencana. Tahunan Pengelc"aan Lingkungan

kepda Pemerintah Daerah dan nenempafl<an Dana Jaminan Reklanrasi pada Batk

Pernen'ntah atau Bank Devisa ebagaimana dalam Perundag-utda'l an yang

berlaku.

{1r

(2)

s-

P.inf e mn 9rr.1- #ukm l9



(1)

(2)

BAB XiI
PENGEMBAFIGAN WLA}?H DA}I PENGEMBANGAN

MASYAP.AKAT SERTA KEI.4ITRA USAHAAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah ri-ewajibkan pemegang lzn seslai dengan tahapan dan skala

usahanya untuk membaniu program pengenbangan masyaakat dan pengembangan

Wilayah pada masyarakat setempat yang nreliputi pengembangan stmber daya

manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

program dan pengambangan masyaakat serta penga,'nbangan Wilayah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 35

Kepala Daerah mengusahakan kemitra usahaan aniara pen'egang lzin cengan masyarakat

setempat berdasarkan prinsip saling nembutuhkan dan saling menguni;igkan.

BAB XIII

USAHA JASA PERTAI'4 BANGAN

Pasal 36

(1) Unluk menuryng dan memrylancar pdztsanaan usaha-us;-r a wTam>;agsn
umum diperlukan usaha-usaha di bidang jasa pertambangan umur,.

(2) Perusahaan jasa pertamhangan umum sebelum nrelaksanakafl u3z-r3 pertambangan

umum teriebih oahuhr harus rnendapatkan lzin Usaha Jasa Pe'r-.:mbangan jmum

dari KeoaiaDaerah.
(3) Ketenti.ran jenis usaha, tata caia dan persyaatan usaha jaa pe-,ambangan umum

akan diietapkan lebih lanjtri dengan Keoutusan Kepala Daerah.

BABXIV
DATA I NFCF"ftIASI PERTAMBANGAN NASIONAL

Pasal 37

Dalam rangka patyiapan data informasj ptlanbangan nasiona Kepala Darah
meiakukan lnventarisasi Potensi Sumber Daya l'{iaeral yang berada 1,2aam aiai- iiluar
Wilayah usaha pertambangan seria data pengusahaan pertambangan.

i-
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BAB }V
PETIIBI NAAI.I DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Kepala Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dat pengawa.san serta pengendaliar
usaha pertambangan umum di Daerah.

Pasal 39

ii) Pelaksaruan pembinaan dan pengawasan paqrendalian useha pefiambangar
terhadap pemegang lzin dilakukan oleh kepala Daerah sesuai ketrenangannya.

(2) Kepala Daerah dapat nrelimpahkan kewenangan tersebut ayat (1) pasal ini kepada
Dinas Pertambangan dan Energi dengan Keputusan Bupati.

{3) Pembinaan dan pengawasan sebagalmana dlmeks.,d dalem ayet (1) nrelipu$ aspek .

a. Eksplorasi;

b. Eksploitasi (produksi) dan pemasaran;

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
d. Lingkungan;

e. Konservasi;

f. fenaga Kerja;
g. Sarang fvloCal;

h. Jasa Pei'tambangan;

i. Pelaksanaan penggunaan proouksi dalam Neoeii;
j. lnvesiasi, Divestasi dan Keuanlan;
k. Penei'apan Standar Periambargan;
I t^h^^^$^1,.r. udil tbvJtvn,

m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha per-tannbangan umum sepanjang
nenyangkut kepeniingan rJmum;

(4) Pelaksanaan pengawa$,-r langs.rng di lapanoan ierhadao asr-ek piociuks da.
pemasaran, konservasi, K3 serta lingkringan dilakukan sekurang-kurangnya -a (liga'
bulan sekali.

Pasal 4C

(1) Pesnbinaar^, dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanaka;l deh pdaksan:
lnspeksi Tambang (PlT).

{2} Perrya'atan, tugas pokck dan tugas p[ eb4ainnana dimakg-rd pda eyat {1)
berpedoman pada keientuan Penrerintah yang berlaku.

{3) Peiaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedom::: caca keientuar
Pemerinian yang berlaku.
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(4) Pelaksanaan penibinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada ketentuan

Pemerintah yang beriaku.

Pasal 41

Pelaksanaan penga$,asan tenaga ka1a, buang rnodal, jasa pe;iambangan, pelaksanaan

penggunaan proOuftS dalam N!ge;i,-penerapan haga standar, investasi, divestasi dan

k.uiig"n berdasakan evaluasi atas laporan tentang rencana d4 realisasi yang

disampaikan dan uji petik dilapangan.

BABXVI
PEI-APORAN DAN EVALUASI

Pasal 42

KepalaDaerah sesuaidengan kewenangannya mewajibkan masing-maslng pemegang lln
uniuk menyampaikan lapoian kegiatan usahanya se€ra bulanan, biwulan, tahunan dan

lapolan .ihir *rtr laporan khusus lainnya sesuai ketentrlan peraL:ran perundang-

undangan.

Pasal 43

Kepala Daerah sesuai kewenangannya rnengevaluasi atas laporan kEiatan pemegang izin

sebagaimana dimaksld pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA DAN PENVDIKAN

Pasal d,4

(1) Seiiap Orang dan Badan Us:fra yang melakukan pelanggaan ket";rtuan pasal 5 ayat

(1) Paaturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (sga) bulan atau

denda paling banyak 4 (empat) kali tunggakan terutang.

A) Tindak Pidana sebagaimana dimak$d p#,a ayat(1) pasal ini adadr Tindak Pidana

Pelanggaran
(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasd kri, lindak pidana

keiahatan berupa pencurian oan/atau yang menyebabkan terjaJinya kerusakan

lingkungan hidup dan/atau Dencemaran diancam pidana ses..ra; kitab Undang-

Undang F{ukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tdrun '1997 dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

;-,r Q zn Sagioni:t<um 22



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 45

Selain penyidik Polri yang bertugas nenfidik tindak pidana, maka penyidikan atas

pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sii-
dilingkup Pemerintah D aer ah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalar
melakukan tugas penyidikan, berdasarkan kewenangan yang diberikan oie-
perundang-undangan yang berlaku.

BABXVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerdr ini maka lzin yang telai diterbitkan sebelur
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnv =
lzin yang bersangkutan.

Bagi yang belun memiliki izin dan atau izin yang mash daiam proses penerbitar-

harus segera rnenyesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pasyuatan pernohonan puizinan usatra pertamlrangan ;yiralah *oegaimana terlamc'
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerai, ini.

Pasal 48

Halhai yang helurn cukup diatur dalarn Peraluran D*tdt itri, seps:artg rnangenai tek;.:>
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dsdr.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Print € mn Bagion Hukum



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundang3r
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaee
Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Padatanggal 11 Juni 2007

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Padatanggal 19 Juni 2007

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

T.T.D

MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2OO7 NO*}OR 39

UNTUK SAUT{AN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,

KABAG. HUKUM SETDA (-AB. KON.A.WE.



1.

PENJEI.ASAN ATAS

PERA.TU RA.N DA.ERAH K.A.B U PP.T EN KO NA.!V E

NOMOR 05 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENGELO I.AAN PERT,AJVI BA. NGAN UM UM

Dengan diberiakukannya Undang-Undang Nonor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar

Daeiah, maka terbuka peluang ying seluasJuasfiya dalam nengelola potensi stmber daya

alam yang dimiliki. Hai ini bukan semata-mata nengejar pemasukan Daerah akan tetal

yang-tebih utarna adalah bagaimana Penprintah Daerah menjaga kelestaria:

lingkungannya cian nensejahterakan masyarakatnya.

Penjelasan Umum

Potensi Sumberdaya Mineral yang terkandung di daiam Wilayah rlabupaten Konalle

merupakan karunii Tuhan Yang Maha Esa yang diperunfukkan penanfaatannya bag

sebesar-besar kemakmuran rakyal
Agar dapat dimanfaatkan dengan baik, maka diperiukan penglsahaannya dalar

bentuk usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh baoai usaha maJpt-

0erorangan.

Oleh karena Cidalam pengusahaan sumberCaya mineral gui2 pemanfaatanny:

ciisamping akan r',ienimbuikan ciampak yang 'oeis;fai positif j'rga rapai rnenimbuika-

dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan p€-,!?turan (regulas'

pengetolaannya berdasarkan kewenangan Daei'ah den Kaidah Oicncmi Daerah'

Penjeiasan pasal ciemi pasai:

Pasal 1 sld 8; cukup jelas.

Pasal 9

Ayai (1)

npabila dalam slatu wilayah usaha pertambangan bahan galian baLibara ierdapa:

bahan galian mineral lain atau sebaliknya , maka dapat diberikan iln pada tahac

penyetiOlkan umum atau eksplorasi setalah mendapa&an persetufuan dari pen^egang

izin terdahulu.

Apabila kegiatan usaha pe;iambangan akan ditingkatkan ke taha: eksploitasi, rnar:

pai'a pen€gang izin haiul. menyampaikan proposal kepada K.z=zia Daei'ah gur:

menetapkan pemegang izin inana yang pertama harus melakukan aksploitasi.

:-irrnt @ rcn Baoicn _:<u*



Ayat (2); cukup jdlas

Pasal 10 sld 23; ankup jeias
Pasal 24 huruf (a)

Pencadangan wilayah pertambangan acjalah proses permohonai: can pelayanan ui:-'
mendapatkan wilayah periambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambanger

(KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusdtaan Peirambangan Bahiba:
(PKP2B), lzin Pertambangan Rakyat (lPR), lzin Pertambangan Skala Kecil (IPSK) oe-
karena pencdangan wileyah nerupak*r bagian dari proes pernrohonan iln, ma<a

diperlukan pembatasan ;angka waktu selama 5 (lima) hari kerja guna melengkar:

persyaratan pernnhonan iln, agar Foses izin iidak memakan waktu yang berlarut-le;:
sehingga menghambat pemohon lain yang akan melakukan usaha pertanbangan

umum.

Pasal 25; cukup jelas

Pasal 26
Penyelenggaraan pelayanan pencadangan wilayah pertambangai dilakukan den;z-
menggunakan Sistem lnformasi Wilayah Periambangan (Sl'flt) yang terinteg-::
secara rasional, disampin itu wilayah yang telan dicadangkan tsiutup bagi pemo.:-
lain, maka diperlukan konpensasi biaya atas pemanfaatan teknologi informasigeogra'=s

dan atas penguasaan sementara terhadap lahan.

Pasal2T sld 49; cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH IGBUPATEN KONAWE
NOtilOR 03 TAHUN 2007

1F.:- r; € :zr Boion |{ukm



LAMPIRAN

NOMOR

2-*: ? -c. Saaiar --<u1

: PERATUMN DAERAH KABUPATEI'I KONAWE

: 05 TAHUN2OOT

PERSYARATAN PERMOH O NAN PERIZI NAN

1. KUASA PERTAMBANGAN (KP} :

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplors
Baru (Permohonan Baru) :

a. SuratPernohonan
b. Peta Wilayah

c. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuanny =
menyebuikan berusaha di bidang i€i'tambangan dai ieiah disaikan c';-
instansi yang berwenang

d, Tanda bukti penyetoran uangjaminan kesungguhan

e. Laporan keuangan bagi perusahaan baru dan lapcian keuaigan tai--
terakhir yang telah diaudit oieh Akun:an Publik bagi perusahaan laira

2, Perpanjangan Kuasa Pertambangan Pen-velidikan Umum:

a. Surat Permohcnan

b. Peta lVilayah

c, Laporan Kegiatan Penyeliciikan Umu'::

d. Rencana i(erja dan Biaya

e. fznda 3ukti Pelunasan luran Tetac

3. Kuase Penambangan Eksplorasi:
a. Sebagai Peningkatan i(uasa Pertantrangan Penyelidika- imutn

- Surai Permohonan
- reia'i"Jiiayah

- r-zpciati Lengkap Penyelidikan Ui'n.:n
- TancJa tsr.rkti Peiunasan lui'an Te:a:
- Rencana Kegiatan dan Biaya

b. Kuasa Pertambangan Ekspluasi bukdn Peningkatan Kuasa Pe-rambanga
Penyelidikan Umum:
--Qurai Permohonan

- Peta Wilayah
- Akte Pendiria;r Perusahaan yang salah sahr nd<sld dan tt{uanr-"t=

nrenyebu0<an berusaha di bid4 pertambangan dan telah disdkan oir
instansi yang benrenang



e.

b.

d.

n

d.
o
T
t.

- Anggaian Dasar yang salah satu maksld dan fujuannya nenyetukan
berusaha c: i-''iciang pertamba;rgan dan telah ciisahkan oleh instans -;tig
benvenang kiusus uniuk Kope'asi / KUD.

- Rel:cmenciasi c:ri Dinas Koperasi dan Usaha Ke:: Khusus i.rnii;k r":c+-z;
KUD.

Pei'panjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi :

Surat Permohonan

Peta Wilayah

Laporan Lengkap Penyelidikan tJmurn

Rencana Kegiatan dan Biaya

e. Tanda Bukti Pelunasan luran Tetap

lzin Pengiriman Contc Sampel/ Buari (diberikan hanya salu xali) :

a. SuratPermohonan

b. Salinan atau Copy Surat Keputusan Kuasa Pertam:angan
3ukti Pelunasan luran Tetap cian luran Eksplorasi

Peta Rencana Tanbang Percobaan
Rencana Tujuan. Jumlah dan Kualitas Pengiriman 3::r:c
Dokumen AhlDAi i UKL - UPL kegiatan penganr:. ei conto ruah !'=i -- = 2-

disetujui

Kuasa Pertambangan Eksploitasi :

a. Peningkatan Kuasa Peftamtrangan Eksplorasi
- Surat Permohonan
- Peia T/ilayah
- Laporan Lengkap Ekscloras
- Laporan Siudy (eiayakan

- Doirumen A.lvlDAl aiau UKL - JPL
- Tanda Bukii Penbayaian luran Tetap
- Akie Penoirian Perusahaan yang salah sa-- maksuc =*, l--=:tz

men,vebutkan tierusaha di oidang pertambanga :erl leian 2'sr.ir.€ ':2'
instansi yang benvenang

b'. KP Eksploitasi Baru {bukan sebagai peningka-an Kuasa PerierE€\JT'
Eksplo:'asi)
- Surat Permohonan

- Peta Wiiaydr
- Laporan Lengkap Eksplorasi

- Laporan Study Kelayakan
- Doi,.unen AMD,"L e'rau UKL - UPL

_i



7

c. Alasan PerL;ba:an Batas dan Lua . 'fr:ilayah

12. lzin Pertambangan iahan Galian Golc .gan C :

:- -- e -.-.. )--a .. )!kr-

a

- Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksuC dan i-;Juan:.'=

menyebutkan berusaha di bidang pertambangan Can telah disahxan ol;r

instansi yanc benvenang.
- Rekomente.si Jari Diiras Koperasi

Perpanjangan Kuasa Pertambangan Ekspicitasi :

a. Surat Permohcaan

b. Peta Wilayah

c. Tanda Bukti Pelunasan luran Tetap dan luran Eksploi:as.

d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi

e. LaporanPelaksanaanPengelolaanLingkungan
f, Rencana Kerja dan Biaya

Kuasa Pertambangan Pengolahan cjan Pemurnian serta Pei:anjar;=-
(mandiri/bagi yang ijcjak mempunyai KP -:rsploitasi) 

:

a. Surat Permohonan

b. Rencana Teknis Pengolahan dan Penurnian
c. Dokumen AMDAL / UKL - UPL

d. Perjanjian JualBelidengan Pemegar: Kuasa Pertambe-;an Eksi::asi
e. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pennurnian yang .= ah dilak'':r (l-:-

perpanjangan)

Pengakhiran dan Pengambilan Kuasa Periambangan :

a, Surat Permohcnan

b. Laporan Akhir Kegiatan

c. Tanda Bukti Pelunasan luran Tetac cenlatau luran Tet:: -ksploii:.

d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan -:rEkungan dan P,:-:ana Kei = ='
e. Pasca Tarnbang (untuk KP Eksplc'ia-r')

Pemindahan Kuasa Pertambangan

a. Surai Permohcnan

b. Surat Pernyalaan Pemegang Kuase Pertambangan

c. Beiita Acara Serah Teima
d. Akte Penciirian Perusahaan Baru yang salan sattr r':arsud de' '.:ir12-'" '

nrenyebutkan terusaha di bidarrg pehambangan da" ielah dis::<an c,+-
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusa atau lns=nsi yar;
benrcnang, salah satu Direktui' i Pengurusnya adalr. Direktu: reng'---:

Perusahaan yang lama.

Ralat Batas dan Luas Wilayah

Surat Pernohonan

Peta Wilayah

11.

a.

b.



?.

a. Surat Pemohonan

b. Suiai Pemyataan kesanggupan pemolion untuk :'iemenuhi ketentuar

:-'i'aturan pelundang-undangan ,,a-,: berraku cii l;::-: ieiiarnbangan. yarq

:;bubLihiiiatas kei-tas yang berni;:"-- selesar F.; : - - - e ia:i: l,5i i-upiar'

c. Gambar / Peta Wilayah Permohonan

d. Foto copy Kartu Tanda Pendudr.:il {KTP) untL'k pei:.icn oerorangan yang

rjisahkan oleh Pejabat yang berweiang

e. rcto Copy Akte Badan Hukum (Perusahaa, Kopera-t ''syasan dan iainlain'

;ntuk pemrhon izin atas nama Ba:an Hukurr Usa-= 'vang disankan oler-

Pejabatyang benrenang

f. Fcto Copy lzin Domisili Badan Usaha (Perusahaar -:ntuk pernchon atas

rama Sadan Hukunn Usaha yang c,sa:rkan oleh Pe;a: =: , ang benre:ang

g. Ioto Copy Status Tanah pada uilayah permohonar :oabila buran tanar

n:gara bebas).

h. Surat Keierangan / Rekomendas: :a-: Canai Kepa = -:sa1l-ural czn I a:.a-

cari Pimpinan lnstartsi Teknis yang ::'<aii Ci daerah.

13. lzin Pe rtambangan Rakyat :

a. Surat Permohonan

b. Gambar / Peta Wilayah Peimohona:

c. Si;rat Rekomendasidari Camat, Ke:z'a Desa'-:,'i'al s.=:=-3ai

d. S:iinai, sah Kartu Tanda Fenduil:: :a._:i Peroiangar

e. Salinan yang sah dari Suiat Per::saha;r tentanc :;:an Hukur .'operas,

vang ciire:uarkan cieh Dinas Kope:as

i. l:esangguDan oemohon nennenu:; ::isyaraian iell = :ar aclmi: s:asi va:;
c i:etapk an sesu ai keieniir an -keteni; a. .van g berl ai,,j

KoIiTRAK KARYA {KK) DAN PERJANJTAN KARYA PENGUST.HA"{N

PERTAh'iBANGAN BATUBAM (PKPK2B) :

'i. lzin PengirimairConto SampelRuah (ciioei-ikan hanya sar; .':,i,i

a. Sr:iat Peniphonan

b. Salinan / Copy Surat Keputusan Peneiapan Tahapan ' :?iatan Stuc

Kelayakar,

c, Buktj Pelunasan luran Tetap dan ,Royalf Pertambanga^
d. Peia Renena Tambang Percobaan

e. =,encana Ti.rjuan. Jurnlah'ian Kuaii:as ten,giriman Cc,--:
f. lciurner ,1.1/DAI I UKL - 'JPL Ke ; a::n Pengai'nctiar l,::tc Sar:: i Rua:

v;:,E te:af :ise::jui.
2 lzin 'jsaha Jasa Dcrta;'nbancan



Surat

Akte PeifriEi Siri:*ia*r
Foto Copy M
Dafiar Pinpinal iJm.:m Perusahaan cai Alamai

e. DafiarTenagaAlS
f. DaftarPerdaft
Persetujuan Rencana Kaja dan Biaya

a. SuratPennohonan

b. Laporan Kegratar

c. Laporan Rencana Kerjadan Anggaran Pendapatan dar Biaya

Surat lzin Penydidlka Pendahuluan (SIPT)

a. PetaWilrydr
b. Rencana Kaja dar Biaya

c. SuratPersetjuanPdnsip

Persetujuan Prinsip Aplikasi

a. Surat Permohonan

b. PetaWilry*r
c. BuktiSetoran Jarinan Kesrngguhan (salinan / iroto copi iransier)
d. Laporsrr Tahunan dan Laporan Keuangarr 3 (tiga) tahun ieral:hir yang::audit

oleh Akuntan Publik kecualibagi per,nohonan bai'u.

e. Sursi Khusus Direksiyang diketahui cieh Konrisaris unrci oenandab-';:n
Permohonan

f. Kesepakatan bersama dalam hal pqirchonnya lebih dai' : (saiu)

Perpanjangan SIPP

a. Peta Wilayah

b. Laporan HasilKegiaian SIPP

c. Rencana Kaja dan Eiaya Perpanjangan SIPP

Persetujuan Tahap Kegialan Penyclidil:a: Jnum
a. SuratPermohonan
b. Peta Wilay*r
c. Rencana Kaja dan Anggaran Biaya Tahap Perpanjanga; Penyelidika

Umum

d. Bukti PembayaanKelajiban Karangan
e. Laporan HasilKegiatan Penyelidikan Unnrm

Permulaan Tdtap Kegiatan Eksplorasi

Surat Permohonan

Peta Wilayah

Rencana Kaja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap *splorasl

a.

b.

c.

c,.

D.

7.

d.

b.

c.

:-;nt g r,4i Booia: -i<un JI
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d. Bukti Keuangan

e. Laporan

9. Peipanjangan Tdr+ Ke$atil Eksplorasi

Surat Pennohonan

Peta Wilaydr

Rencana Kaja dan Anggaan Biaya Ferpanjangan Tahap Eksplorasi

Bukli Penbayaran Kewaliban Keuangan

e. Laporan Kem{uat EkElorasi
10, Tahap Stndi Kdaydcat

a. Surat Penrntronan
b. Peta Wilaydr
c. Rencana Kerja dar Anggaran Keuangan Biaya Tahap Stucii Kelayakan

d. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan

e. Laporan Kemajum Eksplorasi

11. Perpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK/PKP23 yang sudah da)
a. Surat Penrdronan
b. Peta Wilayah

c. Rencana Kuja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap Sttdi Kelayakan

d. Bukti PembayaranKevrajiban Keuangan
e. Laporan Kanajuan S1udi Kelayakan

12. fahap Konsfuksi
a, Surai Per,rchonan
b, Peta Wilayah

c, Rencana Kerja cian Anggaran Keuangan Biaya Tahap S:::; Kelayakar
rj. Sukti Pernbayaran Kewajiban Keuangan

e. Persetujuan Laporall Studi Kelayakan
f. Persetujuan AMDAi iAt{DAL, RKL dan RP.)

1j. T ahao Operasi ftoCuks
3. Surat Pei'nrfionan
b, Peta Wilay*r

Rencana Kaja dan Anggaran Biaya Tahap Operasi Procjuksi
Laporan Akhir Konstruksi

e. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
f. Persetujuan L4oran Tah4 Konstrulisi

14. PerpanjangarT*r4 Cperasi Produksi

a. Surat Penncfronan

b. Peta Wilayah

Rencana Keda dar Anggaran Biaya Perpanjangan Tah= C.perasi Proctuksi

Persetujuan Studi Kelayakan Baru (revisi)

d,

b.

c.

d.

c.

d.

c.

d.

:.
!

I
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e. persetrliran'Alt$,ffiK8- dan RPL (re'Ji$)

f. Bukti Petib4,A'dtiKFtlie{lban Ke-ua€an

15. Penundaan Kegiatan

a. -Surat Fennohonan

b. Laporan Kegiatat Akhir

c. Dasar / Alasan Fengaiuan Suspen$ I Penurdaan

d. Tanda Bukti Penbayaran Kewaiiban

16. Pembatalan /Terminasi

a. SuratPernPhonan

b. Peta WilaYah

c. LaPoran LengkaP Kegiatan Akhir

d. Persetujuan il'.i n'itt Umunt Perregang Saham (RU?S)

e, RencanaPenjualanAset

f. Evaluasi Pelaksanaan K3 dan Lingkungan

17. Perubahan Luas Wilayah KK/PKP2B

a. SuratPennohonan
b. Peta WilaYah

c. Laporan Rencana Penciutan / Perluasan Wilayah

d. Bukti Pernbayaran Kewajiban Keuangan

18. Perubahan Penegang Saharn

a. SuratPermohonan
b. Akte Pendirian p.''"n'.n yang tetah disahkan oteh D:partemen Kehakimar

Can Hak Asasi Manusia

c. Hasil KePutusan RUPS Luar Biase

d. Laooran r'u'ng,n 2 (dua) tahun te:ailhir yang telah o,a,.iciil Akunian Publik

e. Draft Akte Jual Beli Saham

f d p.tt irlrrn Prrubthtn Miira Keria 'i'dng dan Nasionai (Kn-;sus PKP2B)

a. SuratPerrnohbnan

L. Profii Perusahaan

c. Dasar I Alasan Perubahan Rencana Keria dan Biaya

20. Perubahan Rencana Kerja

a. SuratPermohonan

b. LaPoran Kegiaian

c. DasarlAlasan Perubahan Rencana Kaiadan Biaya

;. F"*nrt'tn i*ttna Kerla dan Arqgar' Pendapatan dan Biaya

21. Pencairan SectritY DePosit

a. Sui'at Perrnohonan

b. Bukti Penyarnpaian I aporan Kegiaian

c. Perubahan telah merrbayar luran Tetap / Deadreni

>-.-- E -ar 9c?;c. -t - 3i
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22. P encair an Udq!'Jarinan Keungguhan

a. SuratPennohonan
'r Surat pernyataan unfuk lidak mengaiihkan sanam sanpa! i(K/PKPK2B

ditancia tangani

23. Pe:setujuan Kontrat Jual Beli Hasl Tamoang bagi Perusahaan berafiliasi

a. SuratPermohonan
b. Suiat Keterangan Stafus Perusahaan

c. Naskah / Draft Paianjian Jual Beli

24. Reromendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan

a. Surat Permohonan

b. DasarlAlasan Perubahan Akte Pendirian Perusahaan

c. Akte Perusahaan

25. Re'romendasi Perubahan lnvestasi

a. Surat Permohonan

b. Dasar/AlasanPerubahan lnvestasi

c. Bukti Pembayaran Kewajiban Keua:,-:an

26. Rexomendasi Konsolidasi Biaya

a. Surat Permohonan

b. Laporan Keuangan 2 (dt,a) tah,rn ierakhir yang iera', iia'rriit oleh Akuntan

Publik

c. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan

27, Re ':crnendasi Rencana Penggunaa;l Teiaga Ke,ja A,sing {P'PTKA)
e. Surat Permohonan

b. Dasar / Aiasan Penggunaan Tenaga {.eija Aslng

c. Daftar lsian RPTKq cari Depnairer

cj. Siruktur0rganisasi Perusahaan

28. Re.:cmendasi lzin Tenaga Kerja A.sng (:TriAi
a, Surat Perrnohcnan

b. Salinan / foto cocv oersetuju:n RFTKA Cari Dep::rre -

c. Kualifikasi TKA

d. PaspordanVisaTKA
29. Reromendasi Barang Modal

a. Surat Permohonan

b. Reaiisasibara4 dan nndd tahun sebelumnya
c. l.raftar kebufuhan baraqg dan rncdd
d. Barang nxidaltahun sebelumnya yang belum direalisesikan masuk dapat

iaftar kebutuhan barang nmdal (bi

I
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i0 R.dkcr"nensasi Re€ksp rr Earang/treralaun
a. SurdPerrphorran
b. f;asar/o{lasan pe;nroircnan re-ekspcr t'ai'anglperdatan dengan

penggunam yatg wqar
c. Daftarbarang-barang/peralatan yang d<an di tle-Ekspor

31. Rekonrendasi Perqh4usan Earang Modal

a. SuratPer,rnofionan

b. Daftar BaanglPeralaftan yang akan dih4uskan
c. Dasa/Alasan bafiwa barang tidak ekonomis lagi

32. Rekomendasi ln.por BaranglPeralatan dengan Fasifitas OB 23

a. SrrratPennohonan

b. Fotokopiperjanjian pemilik barang diluar rpgeri daqan pemakai

c. Daftarbaranglperdatan pinjam pakai senrentara yang d<an diin"por

d. Alasan/dastr penggunaan baanglperdatan pi njam pakai semenfara

33. Rekornendasi Sear$ Gearance SurvryUdara
a. SuratPermohonan
b. Dafar narna tenaga ahli lndonesia oan Asing dilengkapi dengan IKTA

c. Dartar peralaian Suryei Udara
C. K=terangan loLasi kegiatan

34. Rekornendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan lambang
a. SuratPenrrofroflan
b. Desain Pelabuhan

c. ANDALtri(L-P.PL wilayah peiabuhan

35. Rekonendasi,Pengoperai an,Pelabuhan {husus Kegiatarr Tambang

a. Surat Pernphonan
b. Rencana Pengopcrasian Pelabuhan

{I!dSa
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